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ABSTRAK  

Di dalam penelitian ini menganalisis beberapa perkara yang mempunyai I’tikad tidak 

baik pengguna Non Fungible Token (NFT) terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten di Indonesia 

dengan menggunakan perbandingan data dengan beberapa Pengadilan Negeri seperti; 

Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Penelitian ini juga memperhatika tinggi 

rendahnya kasus tentang I’tikad tidak baik seseorang pengguna Non Fungible Token (NFT) 

terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten. Pada dasarnya Hak Cipta, Merek, dan Paten merupakan 

elemen yang terpenting di dalam dunia perdagangan internasional, hal tersebut merupakan 

tanda bahwa barang tersebut adalah miliknya dan menunjukkan kepada konsumen bahwa 

produk atau barang/jasa memiliki kualitas. Dalam metode penelitian ini mengumpulkan juga 

beberapa data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terdapat di Pengadilan 

Negeri Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Pada dasarnya Hak Cipta, Merek, 

dan Paten merupakan elemen yang terpenting di dalam dunia perdagangan internasional, hal 

tersebut merupakan tanda bahwa barang tersebut adalah miliknya dan menunjukkan kepada 

konsumen bahwa produk atau barang/jasa memiliki kualitas..  

PENDAHULUAN 

Dalam teknologi yang berkembang semakin maju dan luas memberikan kemudahan 

bagi masyarakat dalam mengakses internet dengan mudah terutama melihat perkembangan 

perekonomian digital yang sedang dihadapi. Di dalam perekonomian digital juga tidak 

lepas dari barang - barang yang diperjual belikan karena objek dan hak cipta yang 

diperlihatkan. Melihat dari permasalahan hak cipta, dapat juga mempengaruhi 

perlindungan terhadap karya seni dua dimensi atau berbentuk Non Fungible Token (NFT) 

di dalam perekonomian digital. Dalam hal ini memberikan kepada para seniman  merasa 

bangga, senang, dan bahagia Karena karya yang mereka buat atau ciptakan dapat diakses 

di dunia digital. Namun, ada sisi buruknya yang dapat berpengaruh dan merugikan bagi 

seniman. karena dapat saja dari berbagai pihak yang beri’tikad tidak baik bisa 

menyalahgunakan dan mempermasalahkan hak cipta perlindungannya. Dari banyaknya 

perkara-perkara yang timbul dikarenakan hak cipta, merek, dan paten. Maka,  beberapa 

Pengadilan Negeri seperti; Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat memiliki 

peran utama dalam menyeleseikan perkara tersebut di pengadilan. Dalam Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) dapat mempermudah mengelompokan perkara yang cukup 

membantu dan efisien.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini menggunakan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Tentang Hak Cipta, Merek, dan Paten di berbagai Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, 

Makkasar, dan Jakarta Pusat. Data ini kemudian kita analisis agar mudah mendapatkan 

penyeleseian masalah yang digunakan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Di dalam Sistem 



Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kita mengetahui berapa banyak Pengadilan Negeri 

menangani kasus tersebut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dari pembahasan menerangkan bahwa Non Fungible Token (NFT) telah 

menjadi objek karya seni digital sehingga Non Fungible Token  (NFT) dapat 

dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta dan diatur dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik Kemudian jenis NFT lainnya yaitu seluruh karyanya yang 

diunggal di laman website blockchain. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya variasi 

dalam penyelesaian perkara terhadap Hak Cipta, Merek, dan Paten di Pengadilan 

Negeri Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. Diantara 4 (Empat) 

Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

signifikan banyaknya perkara seseorang yang mempunyai I’tikad tidak baik yang 

diseleseikan. Artinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengidentifikasikan 

dalam menangani permasalahan perkara Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selain itu 

juga, ada ruang blockchain menjadi popular dan jangka waktu yang singkat. Karenanya, 

ia memiliki peran penting dalam menyelesaikan suatu permasalan pembelanjaan yang 

ganda. Selain itu juga, blockchain juga menjadi dasar Non Fungible Token (NFT) atau 

token yang tidak bisa ditukarkan, dan juga bisa mengenalkan sifatnya yang 

interoperabilitas dan kelangkaan. Token yang bersifat tidak bisa ditukarkan bisa 

mempermudah transaksi yang menyampingkan dalam berbagai cara yang dibuatnya. 

Yang pertama blockchain akan menghilangkan perantaranya dalam bertransaksi. 

Kedua, Non Fungible Token (NFT) bisa mempermudah dalam  mendeteksi pemalsuan 

dengan mentetapkan asal usul karya seni yang dibuat oleh seniman. atau juga dapat 

berpotensi menghilangkan karya seni dipasaran untuk pemalsuan. 

KESIMPULAN  

Hasil dari pembahasan menerangkan bahwa Non Fungible Token (NFT) telah 

menjadi objek karya seni digital sehingga Non Fungible Token (NFT) dapat 

dikategorikan sebagai ciptaan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta dan diatur dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik Kemudian jenis NFT lainnya yaitu seluruh karyanya yang 

diunggal di laman website blockchain. Selain itu juga, blockchain juga menjadi dasar 

Non Fungible Token (NFT) atau token yang tidak bisa ditukarkan, dan juga bisa 

mengenalkan sifatnya yang interoperabilitas dan kelangkaan. . Hal ini menunjukkan 

bahwa banyaknya variasi dalam penyelesaian perkara terhadap Hak Cipta, Merek, dan 

Paten di Pengadilan Negeri Surabaya, Semarang, Makkasar, dan Jakarta Pusat. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengidentifikasikan dalam menangani 

permasalahan perkara Kekayaan Intelektual di Indonesia. penelitian ini juga 

memberikan pemahaman komprehensif tentang klasifikasi perkara yang ditangani, 

serta memberikan kepastian hukum yang tepat dalam menyeleseikan sengketa.  

https://101blockchains.com/blockchain-interoperability/
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